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Pada hari ini, Kamis tangeal 18 September 2025, bertempat di Mataram, yang bertands tangan di

hawah
1. 1 (eust Putu Milawati

2. Bambang Hari Kusumo

Faraf PIHAK |

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumm MNusa

Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
RI Nomor : M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 04
Desember 2024 Tentang  Pemberhentian dari Jabatan
Manajerial dan Nonmanajerial serta Pengangkatan dalam
Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum,
dalam hal ini bertindak wntuk dan atas Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di
Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjuinya
disebut PIHAK L

: Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :
116E6/MPEAEP.07.0002022 tanggal 15 Februan 2022
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram
Periode Tahun 2022 - 2026, berkedudukan di Jalan
Majapahit Nomor 62 Malaram, bertindak dalam
Jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak
untuk dan atas nama Universitas Mataram, dalam
perjanjian ini disebut PIHAK 11
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PIHAK 1 dan PIHAK II selanjutnys secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. dalsm
kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sehagni
berikut:

I. Bahwa PIHAK I adalah Kantor Wilaysh Kementerian Hukum Nusa Tenggam Darat yang,
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum antara lain pembinaan dan
pengendalian  pelaksanaan kerja sama, pemantausn, evaluasi, pembudayaan  hukum,
penyuluban, konsultasi, bantuan hukum, pelayanan di bidang administrasi hukum umum.
kekayaan intelekiual dan pemberian informasi hukum.

2. Bahwa PIHAK I1 adalah Universitas Mataram salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Nusa
Tenggara Barat yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor : 139/62 tanggal
3 November 1962 dan yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi pada bidang
pendidikan, penclitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

FTHAK 1 dan PIHAK II bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembudayaan
hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual,
pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Paszal |
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembudayaan hokum,
pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelekiual,
pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi

Fasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:
a. pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
b. penyclenggaraan pelayanan di bidang administrasi hukum umum:
e. pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual:
d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum:
¢. peloksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakatl dalam berbagai disiplin ilmu;
f. peningkatan kapasitas sumber daya munusia
{2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
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(2) KEWAJIBAN PIHAK IT

(3

(4)

Melskukan promosi, menyiapkan peserta. sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
kegintan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan
pengelolaan kekavaan intelektoal, pemberian informasi hukum, di lingkungannya
Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunasn
informasi dokumen hukum yang diterbitkan dalam mngka pengintegrasian dengan websire
puszat JDIHN;

Menyediakan data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan
data penclitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalum rangka
pengabdian masyarakat;

HAK PIHAK 1
a. Tersedianya peserta, sarana dan prasarana dalam pelaksanasn kegiatan pembudayaan

hukum, pelayanan administrasi bukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan
intelektual, pemberian informasi hukum yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK I1:

b. Tersedianya sistern informasi hukum berbasis teknobogi informasi dan komunikasi PIHAK

11 yang akan diintegrasikan dengan websiie pusat JDIHN;

c. Tersedianya data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan

data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka
pengabdian masvarakat.

HAK PTHAK I
a. Memperoleh fasilitasi pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultssi, bantusn hukum,

layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan
kekayaan intelektual;

b. Memperoleh fasilitasi umtuk proses pengintegrasian antars sistem informasi hukum

berbasis teknologi informasi dan komunikasi PIHAK 11 dengan website pusat JDTHN,

scrta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelols Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Memperoleh materi dan narasumber dalam kegiatan pembudayaan hukum, penyuluhan,
konsultasi, bantuan hukum, kavanan di bidang administrasi hukum uvmum dan di bidang
pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelekiual;

Mendapatkan keterangan persetujuan penempatan mahasiswa magang dan persetujuan
pengumpulan data penelitian.

Pasal §
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-
masing pihak secara proporsional sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan

.

Dralam hal penyelenggara kegistan adaiah PIHAK I maka segala bizya pelaksanaan
kegiatan dibebankan kepada PIHAK 1,
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b. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalsh PTHAK I, maka segala biava pelaksanaan
kegiatan dibebankan kepada PIHAK IL dan

¢. Dalam hal lavanan adminstrasi hukum umom dan pendaftaran kekayaan inteleltual
dikenai biaya se¢suai dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku, maka akan
dibebankan langsung kepada pemohon/pendaftar.

d. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, PARA FIHAK akan menanggung
bigya pelaksannan kegiatan secara proporsional sesuai denpan situasi dan kondisi yang
disepakati,

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
dan dapal diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

{2) Dalam hal salah satu pihak akan menpakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak tersebut
harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat &
{enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terfadi perselisihon vang timbul baik dan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelessikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau
keterangan vang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan‘atau pelayanan vang diketahui
atau timbul berdasarkan Kesepashaman ini sebapal mhasia doan tidak memberitahukan kepada
PIHAK LAIN manapun dengan alassn apapun selama dan sesudah berakhimya Kesepakatan
Bersama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (public domain) atau
diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku,

{2) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data,
informasi, dan‘atau keterangan scbagaimana diatur dalam ayat (1) akan dituangkan secara rinci
dan mengikat dalam dokumen Perjanjian Kerahasiaan (Non-Divclosure Agreement) vang akan
disusun dan discpakati bersama schagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini,
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Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala bentuk surst menyuwrat atau pemberitabuan yvang mengikat PARA PIHAK schagai akibat
dan timbulnys Kescpakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atay
perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah

AL Untuk PIHAK KESATU
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara barat

Alamuat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram
Telp'Fax v (O3T0) TESG244
E - mail  hum il.com

B, Untuk PIHAK KEDUA
Universitas Mataram

Alamat + Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram
Telp/Fax » (0370) 633007, 631166 Fax. (0370) 636041
E-mail ;  kerjasama@unram.ac.id
Pasal 10
LAIN-LAIN

(1} Apabila terjad: hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat
dipentimbungkan kemungkinan perubahan tempat dan wakiu pelaksansan tugas pekerjaan
dengom persetujuan kedua belah Pihak.

(2) Yang termasuk force majeure adalah:

a. bencana alam.
b. tindakan pemenntah di bidang fiskal dan moneter. dan/atau
¢. keadaan keamanan vang tidak mengizinkan.

{}) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatun Bersama ini akan diatur
bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA,

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diamr dan
ditetapkun kemudian dalam Addendum vang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini,
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Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani olch PARA
PIHAK dalam 2 {dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki keluatan hukum
vang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tangpung jawab.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
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